PUTUSAN
Nomor: 402/PID.SUS/2018/PT MKS

‘DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETHUHANAN YANG MAHA ESA ‘

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkera-perkara
pidana dalam peradilain tingkal oanding, tzlzt menjatuhken putusan sebagai oerikut

dalam perkara Terdakwa -

Nama lengkap - ABDUL IKADIR BIN BEGDU:
Tempat lahir Pujo Kabupaten Siclenreng Rappang:
3 Umur/tanggal lahir - 50 Tahun /1 Juli 1968
) - Jenis kelamin - Laki-laki;
Kebangsaan - Indonesia;
Tempat tinggal - Dusun Il Pujo Desa Bulucenrana Kecamatan Pitu

Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang:
Agama . Islam.

Pekerjaan - Petani,

Terdakwa ditahan di dalam tzhanan Rumah Tahanan Negara (Rutan)
berdasarkan surat perintah/pensiapan cieh:

1. Penyidik, sejak tanggal z€ Juni 2018 sempai dengan tanggal 9 Juli 201¢

)

Penuntut Umum. sejak tancgal 9 Juii 2018 sampai dengan tanggal 13 Juli 2018;

w

Hakim Pengadilan Neger:, sejalc tanggal 11 Juli 2018 sampai dengan tangga! 9

* Agustus 2018
Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu  RUDI HARTGMNO, SH.
dan NURDIANSAH, SH, Advokat yang berkantor di Perumahan Dosen Unhas
Tamalanrea Blok AG No. 45 Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10 Kecamatan
Tamalanrea Kota Makassar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Juli 2018,

yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pacla
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tanggal 17 Juli 2018 dengan Requ ster Nomor © V3/SK/VII2018/PN Sdr;--—-s2o r --;-"5:- _

Pengadilan Tinggi tersebut: "
Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengaditan Tinggi Makassar tanggal 7 Agustu

7]

2018
Nomor: 402/PI1D.SUS/2018/PT MK3 tentang penunjukan Hakim Majelis untuk
memeriksa dan mengadili perkaré ini c;alam tingkat banding;

2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal & Agustus 2018
Nomor: 402/PID. SUS/2018/PT MI\S tentang penunjukan Panitera Pengganti

untuk mendamplngl dan membantu Majells Hakim;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini

| 3% ) \

4
.3’1;

e Menlmbang bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor

1

N 'eg fF;éFk No : PDM- 05/P/S:drap/u//”018 tanggal 11 Juli 2018, Terdakwal telah

dldakwa sebagai berikut
Dakwaan :

Bahwa dia terdakwa ABDUL KARIR bin BEDDU dengan teman-temarnnya yzitu
saksi HASNA TANG aliés HASNA binti SEN'NANG dan saksi TAHIR bin LAQNDING
(masing-masing ‘dituntut secara térpisah),h pada hari Senin tanggal 25 Juni[2018
sekira pukul 17.30 Witia a,.t.a‘u,_l i\:-,eti'daknya pada waktu lain datam bulan Juni 2018,
bertempat di Dusun ! Pujc; Désa Ejulucenraima Kecamatan Pitu Riawa:Kabupaten
Sidenreng Rappang atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum
Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, melakukan atau turlut serta melakukan
perbuatan yaitu dengan selngaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan
atau memberikan uang atau materi Iainnyéa sebagai imbalan kepada warga negara
Indonesia baik secara iangsung ataupun ticlak langs.ung untux mempengaruhi Pemilih

agar tidak menggunakan hak pilih. . menggunakan hak pilih dengan cara tertentu

Hal. 2 dari 14 Hui Putuson No. 402/PID.SUS/2018/PT MIS
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sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atay tidak rnemﬁ b caion

tertentu, dengan cara antara lain sebagai berikut: "~

Bermula pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018 sekira pukul 14.00 V\Rtamk&
HASNA TANG (dituntut secara terpisah) datanq ke rumah terdakwa yang terletak di
Dusun Il Pujo Desa Buiucenrana Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng
Pappang lalu saksi HASNA TANG mengajak terdakwa ikut ke Rappang] untuk
menghadiri pertemuan terkait Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Kabupaten
Sidenreng Rappang, setelah ity terdakwa dan saksi HASNA TANG masuk ke|dalam
mobil Toyota Avanza warna pu*uh di dalarn mobil tersetut sudah menunggi saksi

’ TAHIR (dituntut secara terpisah) beserta beberapa orang, selanjutnya tiba dif salah

-

‘ - ’\

'satu, rumah di Kelurahan Rappang Kecamatan Panca Rijang Kabupaten ¢ Sidenreng
"Rappang, kemudian terdakwe saksi HASNA TANG dan saksi TAHIR besera

17 g«' ¢
..,beberapa orang lainnya masuk ke rumah tersebut, di rumah tersebut sudah

‘.';enunggu OLLONG (belum tertangkap). kemud|an OLLONG memberikan| uang
kepada terdakwa, sak3| HA‘SNA TANG dan saksi TAHIR hesérta beberapa orang
lainnya masing-masing sebesar Rp. 700.000,- {tujuh ratus ribu rupiah), dengan
perincian masing-masing memperoleh sebesar Rp. 200.060,- (dua ratus ribu r'L piah)
dan masing-masing mencari 5 (lima} rumah untuk dibagikan sisanya sebesar Rp.
500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga masing-masing rumah / Kepata Keluarga
memperoleh sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan persyaratan untuk
rmencoblos Pasangan Calon Bupati .fl \Na!dl Bupati No. Urut 1 Hj. FATMAWATI
éUSDI, SE / H. ABD MAJID, SE, MSi (FATMA) pada saat pelaksanaan PILKADA
tanggal 27 Juni 2018 dan dilampirkan bukti ‘penyerahan uang berupa foto ¢opy Kartu
Keluarga yang dikumpulkan kepada saksi BASNA TANG, setelah pertemuan tersebut
ialu terdakwa pulang kerumahnya, kemydialn pada hari Sentn tanggal 25 Juni 2018
sekira pukul 17.30 Wita terdakwa me’méagikﬁan uang tersebut kepada tetangganya

A

yang terletak di Dusun |l Pujo Desa Bulucenrana Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten

Hal. 2 dari L4 Hal. Putuson No. 402/PID.SUS/ 2018/ MKS
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Sidenreng Rappang. yaitu kepada saksi MAMYUDCIN (dituntut secara te pmah)
LAPONE dan JUHARIS masing -masing sebasar Rp. 100.000,- (seratus rubp fupkih)
oleh saksi MAHYUDDIN, LAPONE dan JUHARIS menyerahkan foto co;;\" Kcﬂtu
Keluarga kepada terdakwa, pada saal itu terdakwa mengatakan kepada saksi
MAHYUDDIN, LAPONE dan JUHARIS agar mencoblos Pasangan Calon Bupati /

Wakil Bupati No. Urut 1 Hj. FATMAWATI RUSDI, SE / H. ABD MAJID, SE, MS;

(FATMA) pada saat pelaksanaan PlLKADATahun 2018:
Sebagaimana daatur dan d:dncam pidana dalam Pasal 18/A ayat {1)
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 1

e 'ahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti tndang-

X undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

,|~=

menjad_l Undang-undang jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana,-----eswvioduurness

',.' ,;\\‘_ g

'Menimbang, bahwg berclasarkan <ural dakwaan Jaksa Penuntut Umium
tersebut selanjutnya Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutannya Momog Reg.
Perk. No: PDM-05/P/Sidrap/07/2018, tanggal 19 Juli 2018 pada pokoknya mepuntut
supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang memeriksz dan
mengadili perkara ini memutuskan
1. Menyatakan Terdakwa ABDUL KADIFE bin BEDDU terbukti secara safi dan
meyakinkan bersalah melakukan “Tindak Pidana Pemilihan” sebagaimana [diazur
dan diancam pidana dalam Pasal 187A ayat (1) tJnaang-Undang Nomor 10
Tahun 2016 tentang Per’ubahan‘ Kca:at;a Atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah éengéanti Undang-undang Nomor 1 Tahun
2014 tentang Pemilihaﬁn Gubernur, Bupatil dan Walikota rnenjadi Undang-undang
jo: Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana, sebagaimana dalam Surat Dakwaan:

2. Menjatuhkan pidana’.terhadap Terdakwa ABDUL KADIR bin BEDDU dengan

-pidana penjara selama 36 (Tiga puluh enam) bulan dikurangi selama terdakwa

dal, £ duri 14 Hul, Putusun No. 402/PIDSUS/2018/0T WKS

e et O PP Uy U
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berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (du:été’,réiﬁ' - juta
-“l‘-.:'. Ii A

rupiah) subsider 1 (satu) buian kurungan; “\';\"' _

\\ T

3. Menetapkan terdakwa ABDUL KADIR bin BEDDU tetap berada dalam tahcﬁé:r%;;“‘

4. Menyatakan barang bukii berupa:

- 3 (liga) lembar foto copy Ka;tu Kelua.ga (KK) masing-masing atas| nama
JUHARIS, LAPODING, MAHY[JDDIN‘ ]

- Uang tunai sebanyak 5 lembar f:\ecahan Rp. 100.000,-;

Digunakan dalam perkara An. MAFYUDDIN alias MAHA.

5. Membebankan kepada terdakwa untul membayar biaya perkara sehbesar

\Rp 2.000,- {dua ribu ruplah)
£ \ " .\

30y
L4

i-Ménimbang. bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum

“fersebut selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang

memeriksa dan mengadili perkara Nomor: 225/Pid.Sus/2018/EN Sdr pada tanggal 23
Juli 2018 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Abdul I.Kédir Bin- Beddu telah terbukti secara sah dan

meyakinkan bersalah melarzukan tindak pidana “turut serta melakukan perbuatan

melawan hukum memberikan uang sebagai imbalan kepada Warga Negara

1

Indonesia untuk mempengaruhi Pemilih aga: memilih calon tertentu”;

2. .Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara
selama 1 (satu) bulalm, dan denda sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu jufa rupiah),
dengan ketentuan apébila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana
kurungan selama 1 (satu)‘bulan; '. '

3. Menetapkan masa p:enahanan yang lelah dijalani Terdakwa clikurangkan
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; |

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

Kal. 5 dari 14 Hal. Putusan No. 402/PID.SUS/2018/PT MKS
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" 3 (tiga) lembar foto copy Kartu Ke*luarga (KK} masmg masmg

Kepala Keluarga Juharis Laponding dan Mahyuddin, tetap terlq p;r,ki:a;}arﬁ

N
berkas perkara; D

i 7

¢ Uang tunai‘sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribuy rupiah), dirampas

untuk Negarz;

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara szbaghr Rp.

2.000,00 (dua ribu rupiah};-- ~

]

Menimbang. bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah
- .mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sidenreng
:Rggga_ng pada tanggal 24 Jul[ 2018 sebaga'imana ternyata dalam Akta Permintaan

Baéndi'ng Nomor:; 29!Akta.Pid!2018/PN Sdr, dan permintaan banding dari Uaksa

F’enuntut Umum tersebut telah dlbentahukan secara sah dan seksama oleh Jurusita
oo I

‘-"'“_fPenggantl Pengadilan Negeri Sidenreng Rapp ang kepada Terdakwa pada tanggal 25

Juli 2018, sebagaimana ternyata dalarn Akta Pemberitahuan Permintaan Banding

Nomor: 29/Akta. Pid/2018/PN $Sdri-mmmmeeimema- - -

Menimbang bahwa’ sehubungan dlengan permintaan banding tersebut, Jaksa
Penuntut Umum telah meﬁgajukan 'ruemor:i banding tertanggal 27 Juli 2018 jyang
diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri 'Sidenreng Rappang pada tanigal 30 Juli
2018 sebagaimana délém' surat Tanda Terima Memori Banding Nomor:
225/Pid.Sus/2018/PN Sc:ir, dan memori banding tersebut telaf; diberitahukan| dan
diserahkan secara sah ida.n seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri
Sidenreng Rappang kepada Terdakwa pada tanggal 31 Juli 2018, sebagaimana
ternyata dalam Surat Penyerahan Memori Banding Nomor: 225/Pid.Sus/2018/PN|Sdr:

Menimbang. bahwa sesuai Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Pegkara
(inzage) Nomor: W22.U.18{963{HPDNNII/2018 dan Nomor:

e:W22.U.18;’5—)64!HPDN/VII!2018. yang ditlandstangani oleh Panitera Muda Fidana

Hal. ¢ dari 14 Hal. Putusan Mo, 402/PID.SUS/2018/P 7 MiS
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Pengadilan Negeri Sidenreﬂg Rappang bahwa telah memberitahukan kenpaq'al Jukma
Penuntut Umum darn kepada Terdakwa pada tanggal 31 Juli 20 18, untuk men peiajari
berkas perkara Nomor: 225/Pid, Sus/2018/PN Sdr di Kepaniteraan Pengadnan N@éﬁéﬁ

Sidenreng Rappang sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassap untuk

pemeriksaan ditingkat ban_ding;—------~-------7--.- -----------------------

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut,
telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan cara serta syaratisyarat
yang ditentukan oleh Undang -Undang khu<.usnya ketentuan pasal 147 dan pasal
1481 Peraturan Pemerintah Pengganti Ur_lc_lang-Undang R.l. Nomor 1 Tahun 2014

Tentang Pemilihan Gubemur, Bupati dar Walikota, maka permintaan banding

ff‘gr‘@but secara formal dapat diterirma: e-w--e--. -

A ‘Mé‘nimbang bahwa Jaksa Peruntul Umum dalam memori bandingnyal telah

: engemukakan hal-hal yang pada pokomya adalah sebagai berikut :
"—Peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya.
Berdasarkan pasal 187A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun | 2016
tentang Perubahan Kedua-Atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti, L;Jndangrundang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pen"ilihan
Gubernur, Bupati dan Waliklota dalam ancaman pidana penjara dan pidana denda
terhadap pasal tersebut berlaku ketenltuan‘ minimum khusus yaitu pidana penjara
paling singkat 36 (tiga puluh enam} bulan dan.palfng lama 72 (tujuh puluh dua) bulan
dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak
Rp. 1.000.000.000,- (satu mityar rupiah), namun calam putusan | No.
224/Pid.Sus/2018/PN Sdr tanggal 23 Juli 2018 Majelis Hakim Pengadilan Wegeri
Sidenreng Rappang menjatuhkan pidana perjara kepada terdakwa selama 1 (satu)

bulan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

hid, 7 dart 14 Hai, Putusan Ko, /PRS0 18/ PT MKS




D mpkras:

Bahwa Undang-undang Ng. 1 Tahun 2015 enfang Penetapan Fer:iat-lflznajl

Pemerintah Pengganti Undang- undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang\Femmhan

Gubernur, Bupati dan Wahkotd dalam pt_nje'lasan BAB I huruf g menjelquan baﬁwa

pengaturan sanksi yang jelas bagi yang melakukan politik uang (money politic) dalam
pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Eupati, serta Walikota dan
Wakil Walikota, hal tersebut sejalan seperli yang telah kami tuangkan di hal-hal yang
memberatkan dalam tuntutan kami yaitu “perbuatan terdakwa dapat merusak sistem
Demokrasi yang bersih” karena sejatinya pemimpin dipifih berdasarkan hatif nurani
rakyat tanpa pengaruh apapur: terlebih lagi pengaruh materi dalam hal ini |"uang”

.--‘t‘ehlngqa dapat terWUJud pemlmplru seperti yang di harapkan dalam Negara
’ ;""\ 5 \ :

-’;. '
i

‘ Bahwa dalam ketentiian Pidana pasal yang dilanggar oleh terdakwa tersebut

.tldak menentukan batas- batas minirnal jumiah materi baik itu yang memberi maupun
yang menerima, maka tujuan dari Undang-undang ini bukan hanya karna jumlah
nominal namun lebih kepada dampak dan bzahaya yang ditimbulkan, oleh karena itu
sudah tepat apabila terhadap palakuy politik wang dihukum dengan pidana yang|herat
dengan adanya ketentuan pidana  minirnum  khusus, bukan hanya sakedar
menghukum maupun membuat jera pelaku namun juga sebagai sarana preventif
dalam penegakan hukum. | ,

Oleh karena itu, dengan ini kami mchon supaya Pengadilan Tinggi Makassar
membatalkan  putusan ? Pengadilan  Negeri Sidenreng  Rappang  Nomor
225/Pi‘d.Sus/2010/PN Sdr tanggal 23 luli 2018 dengan menerima permchonan
banding dan: L ‘
1. "Menyatakan Terdakwa ABDUL K.ADIR bin BEDDU terbukti secara sah|dan
meyakinkan bersalah melakukan “Tindak Pidana Pemilihan” sebagaimana djatur

dan diancam pidana dalam Pasal 1874 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun

Hal. 8 dari 14 Hal. Putasan No. 402/PID.SUS/2018/PT MKS
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2016 tentang Perubahan Kedua Atas LU No. 1 Tahun 2015 tentangf]f'é'ﬁ
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. Pl g’ PN

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2!0“1?4 -teﬁtaha

o

ayat (1) ke- 1 KUHPidana, sebagaimana dalam Surat Dakwaan;

T el

Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang jo. Pasal 55

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa'ABDUL KADIR bin BEDDU derigan pidana

penjara selama 36 (Tiga puluh e'nam)d bulan dikurangi selama terdakwa.berada

dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juka i_ru‘piah)

subsider 1 (satu) bulan kurlingan;
3. Menetapkan terdakwa ABDUi. KADIR bin BEDDU tetap berada dalam tahanan

4 Menyatakan barang buktl berupa:

| '}"flliil'r"il_.l?RIS, LAPODING, MAHYUDDIN;

. " L;Ja‘ﬁé tunai sebanyak 5 lembar pecahan Rp. 100.000,-:
Digunakan dalam perkara An. MAHYUDDIN alias MAHA.

5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar

2.000,- (dua ribu rupiah).

.\33 (tiga) lembar foto copy Kartu Keluarga (KK) masing-masing atas nama
AT

Fp.

Menimbang bahwa setelah Majelis I{-Iakirn Pengadilan Tinggi mempelajari dan

mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, berita acara permdang

an,

salinan  resmi putusan F’engddllan Nrnqerl Sidenreng Rappang Nomor:

225/Pid.Sus/2018/PN Sdr, tanggal 23 Julli 2018 memori banding yang dlajukan oleh

1
Jaksa Penuntut Umum, serta surat-surat lam yang berkaitan dengan perkard

ini.

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendépat bahwa pertimbangan-perlimbangan

hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang

menyatakan Terdakwa terbukti secara sab dan menyakinkan bersalah rnelakikan

tindak pidana sebagaimana. didakwakan daiam Pasal 187 A ayat (1) Undang-Undang

Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1

Hal, 9 dari 14 Hal Purnisan Mo, 4()2/!’11)..?[!.5'/‘201 S/P'J
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Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturar: Pemerintah Pengganti Undﬂ;'tgt-'lzl"aing
Nomor-1 Tahun 2014 tentang Pemlhhan Gubernur, Bupati dan Wahko\\t‘a!rrjéﬂj;di
Undang-Undang Jo. Pasal'55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, sudah tepat da\;‘k\Bn‘ﬁ‘ér
menurut hukum, karena dalam pertimbanéi‘a’ﬁ--pertimbangan hukumnya telah r!'rernuat
dan menguraikan dengan tepat ‘dan benar semua fakta maupun keadaan serta
alasan-alasan yang menjadi dasar putusarnya, dan per‘limbangan-pe'rlimbangan
hukum tersebut dianggap telah terc::antum j2ula dalam putusan dit}ngkat banding. Qleh
Karena itu pertimbangan-pertimbangarn hitkum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat
Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan-pertimbang ain

hukum Majelis Hakim Pengadllan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalarn

tmgkat banding, kecuali terhadap pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa,

‘ Majehs Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat, sehingga perlu mengubahnya
-4

1,;

tarn -~

de gan pertimbangan sebagal berikut :
3 ;Z ,rMemmbang bahwa Majelis HaklmlPengadllan Tingkat Pertarna dalam
prL!Jtljsannya telah menyatakan Terdakwa terbuktl secara sah dan menyak nkan
bersalah melakukan "Tlndak Pldana Pemlhhdn sebagalmana diatur dan drancam
pidana dalam Pasal 187 A ayat (1) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua Atas UU No. 1. Tahun 2015 tentang Penetapan Peraiuran
Pemerintah Pengganti Undang-undang Momor 1 Tahun 2014 tentang Pemii}}an
Gubernur, Bupati dan Wali;mta menjadi Undang-undang jo. Pasal 55 ayat (1) Ke- 1
KUHPidana, dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena iiu dengan

pidana penjara selama 1 (salu) bulan. dan denda sejumiah Rp 1.000.002.00 ¢satu

juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka digart dengan

pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;----=-=c--—-—-- *wmmmenns -

1

Menimbang. bahwa pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa

tersebut, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi belum sesuai dan belum setimpai

dengan kesalahan Terdakwa, sehingga perlu untuk diperberat;

Hal 10 dqri 14 Hal. Putusan No. 402/PID.SUS/2018/P 1T MKS
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Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak S|stem3d;e Ttnl(ras _

yang bersih karena sejatinya dalam pamilihan pemimpin harusiah berdasaﬂk’j p:lfhan

hati nurani rakyat tanpa dlpeng.arum cengan cara apapun termasuk pengaruh :n-'é&éril

dalam hal ini pengaruh uang seperti yang dilakukan oleh Terdakwa;=--—--eo_... —
Menimbang. bahwa hai-hal yang rmemberatkan tersebut dj atas,
selanjutnya Majelis Hakim. Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan hal-hal
memberatkan maupun yang meringankan 'Terdakwa :
Hal-hal yang memberatkan :
- Perbuatan Terdakwé meresahkan masyarakat;
Hal-hal yang meringankan i
- Terdakwa belum pernah dinukum; ’
- Terdakwa berterus terang di persidangan;

;-‘ .
erdakwa menyc‘sah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Terdakwa bukan merupakan szlaku utama;

Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-perimbangan tersebut dif
maka putusan Pengadilan Negeri Side‘nreng Rappang Nomor: 225/Pid.Sus/201
Sar tanggal 23 Juli 2618 yang dimintakan banding tersebut haruslah dice

dengan mengubah sekedér'mengenai lamanya pidana penjara yang dijatu

meaka

yang

atas.

8/PM

roaiki

hkan

kepada Terdakwa. sehingga amar putusan selengkapnya berbunyi seperti tersebut di

bawah ini;--- ——

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan menurut ketentuan pasal

21, Pasal 27 ayat (1) dan ayai (2) serta Pasal 193 ayat (2) b KUHAP, tidak

alasan Terdakwa untuk dikegluarkan dari tahanan, sehingga aleh karenanya har

ada

Istah

ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; !
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Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah

pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar bra(a ?rc-e‘df.aré

dalam kedua tingkat peradilan, yaihg untuk dltmgkat banding sebesar yang disg butka;i

dalam amar putusan di bawah i ini;=mme : A U B

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan
L L

hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan

Tinggi memutus mengubah putusan Pengadiian Negeri Sidenreng Rappang Nomor:

225/Pid.Sus/2018/PN Sdr, tanggal 23 Juk 2018, yang dimintakan banding tersebut:----

Menimbang, bahwa olsl karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijetuhi

pidana, maka kepada Terdaky/a 1aruslah d|bﬁban| untuk membayar biaya perkara

T

' ,,7,.dal m Kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding sebesar yang disebutkan

d ar_n am_a_r putusan di bawah inj;---= - mmwmoeeeee .

'Méﬁgingat, Pasal 187 A ayat (Mm Undang-Undang Nomor 10 Tahur 20186

tenfang Perubahan K_e_dua atas Undang—Uhdang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun}2014

tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang jo. [Pasal

- 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Pasal 197 dan pasal-pasal lainnya dari Undang-Undang

R.I Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

L}

(KUHAP) serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain |yang

bersangkutan dengan perkara ini-------=- --~u-

MENGADLLI

Menerima permintaan banding dari Jaksa Peruntut Umurn tersebut;

- ‘Mengubah putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang MNomor:

225/Pid.Sus/2018/PN Sdr tanggal 23 Jtﬁli 2018 yang dimintakan banding tersebul,

sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa

sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

. P Hal. Ié c}zvri 14 Hol. Putusan No. 402/PID.SUS/2018/P
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1. Menyatakan Terdakwa Abdul Kadir Bin Beddu telah terbukti secaré sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta relakukan
perbuatan melawan hukum memberikan uang sebagai imbalan kepada
Warga Negara Indonesia untux mempengaruhi Pemilih agar memilih czlon
tertentu”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana
penjara selama 2 (dua) bulan, dan denda sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu
juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti
dengan pidana kurungan selama 1 {3atu) bulan,

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4 = Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

a. 3 (tiga) lembar foto copy Kartu Keluarga (KK) masing-masing atas nama
Kepala Keluarga Juheris, Laponding, dan Mahyuddin, tetap terlampir
dalam berkas perkara,

b. Uang tunai sebanyak Rp. 5C0 000,- (lima ratus ribu rupiah), dirampas
untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam

kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding sebesar Rp. 3.000,00

(tiga AT P beserrine it e b e TR

Demikianiah dihutu’skan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari RABU, tanggal 8 AGUSTUS 2018 oleh kami
MAKKASAU, S.H..M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, AHMAD SHALIHIN, S.H. . M.H.
dan | MADE SERAMAN, $.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh
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Hakim Ketua tersebut dergan didampingi oleh kedua Hakim Anggota serta dibantu
oleh ANDI MARLIYANTI, 3.H.M.H. Pzanitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi

tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat

LT R e e S O -
Hakim-Hakim Anggota Hakim Ketua
Ttd Ttd
AHMAD SHALIHIN, S.H., M.H. MAKKASAU, S.H., M.H.
Ttd

I MADE SERAMAN, S.H..M.H.

Panitera Pengganti
Ttd
ANDI MARLIYANTI, S.H.,M.H.

TURUNAN SESUAI ASLINYA
 PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
" PANITERA,

S /-

- ———

SINTJE TINEKE SAMPELAN, S.H.
NIF. 19570904 198401 2 001

/

ANTar]|m
NP 9eogic (G953 10y
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